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ABSTRAK

Yesi Ratna Sari (2022): Dampak Kerjasama Pengembangbiakan Ternak
Sapi di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk
Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap
Kesejahteraan Pengelola.

Penelitian ini dilatar belakangi Kerjasama ternak sapi di desa Sungai Besar
Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. Kerjasama dalam hukum
Islam salah satunya berupa, yaitu akad Mudharabah. Dengan harapan kerjasama
ini dapat memberikan dampak kesejahteraan pada masyarakat. Namun  fenomena
awal yang penulis temukan dilapangan para pengelola yang telah melakukan
kerjasama bahwa rumah yang mereka tempati bisa dikatakan kurang layak, masih
adanya problem atau masalah dalam kerjasama ini.Rumusan Masalah: Bagaimana
pelaksanaan Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Sapi di Desa Sungai Besar
Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi? Bagaimana Dampak
Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Sapi di Desa Sungai Besar Kecamatan
Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Kesejaheraan Pengelola?
Bagaimana Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Sapi di Desa Sungai Besar
Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi menurut Ekonomi
Syariah?.

Populasi berjumlah 5 orang pemilik sapi dan 9 orang pengelola sapi, dan
sampel diambil dengan teknik Total Sampling. Teknik pengumpulan data
observasi,wawancara, Angket dan dokumentasi. menggunakan analisis Deskriptif
Kualitatif.

Hasil penelitian Pelaksanaan  kerjasama pengembangbiakan ternak sapi
menggunakan sistem profit sharing yaitu sistem pembagian hasilnya dihitung
berdasarkan jumlah pendapatan pengelola sapi dan dikurangi  berapa biaya yang
telah pengelola keluarkan dalam usaha ternak sapi tersebut seperti: biaya beban
pakan ternak, biaya beban perawatan dan biaya kesehatan ternak. Dengan porsi
nisbah dibagi dua atau 60: 40.Namun ,didapat temuan kesepakatan yang terjadi
hanya akad lisan dan tidak kontrak tulisan, sehingga berpotensi menimbulkan
ketidak jelasan (gharar). Dampak kerjasama dalam mensejahterakan dari
indikator yang digunakan bahwa  pemenuhan biaya kesehatan keluarga belum
terpenuhi secar sempurna. Maka, dapat dikakatakan kesejahteraan dalam program
kerjasama ini belum berdampak merata dan baik.dan Tinjauan Menurut Ekonomi
Islam  yaitu pembagian berdasarkan kesepakatan  sesuai.Namun, temuan yaitu
akad yang tidak tertulis, Waktu kerjasama yang tidak dibatasi. dan tolak ukur
kesejahteraan didapat bahwa dari 9 orang pengelola sapi secara umum mereka
memilki rumah yang layak huni walaupun masih ada temua 2 rumah pengelola
yang masih sederhana dan berdinding kayu.dan  untuk pemenuhun kebutuhan
sehai-hari mereka sudah bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk makan

Kata kunci : Dampak, Kerjasama, Kesejahteraan
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling

membutuhkan antara satu dengan yang lain guna memenuhi keperluan jasmani

dan rohani manusia itu sendiri. Allah SWT mewajibkan kepada setiap manusia

untuk berupaya mencari penghidupan, karena langit dan bumi merupakan

sumber kehidupan yang telah disediakan Allah SWT. Hal ini dapat dilihat

dalam firman Allah SWT berikut ini.

          
             
   

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah
(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik,
kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka)
bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
berbuat kerusakan ( Q.S Al-Qashash: 77).

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri,

harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk

mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana
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mestinya dan dalam usahanya tidak selalu berbentuk kepentingan maka

diperlukanlah suatu norma yang mengaturnya.1

Dalam praktiknya manusia selalu melakukan kerjasama dengan

manusia lain untuk terciptanya pemenuhan kebutuhan kedua pihak. Sehingga

setiap manusia akan mengoptimalkan pilihan yang ia miliki untuk

mendapatkan keuntungan dari usaha kerjasama tersebut, dimana keberagaman

kepemilikan modal akan menciptakan kontrak kerjasama yang berbeda.

Bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pemilik kemampuan mengolah

modal inilah sering menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat,

dikarenakan akad dan bentuknya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kerjasama dalam hukum Islam salah satunya berupa, yaitu akad

Mudharabah. Mudharabah sendiri yaitu suatu bentuk kerjasama yang modal

berasal dari pihak pemilik dana atau modal saja dan pihak lain berkewajiban

untuk mengelola dana modal sekaligus mengurus segala yang dibutuhkan

dalam kerjasama itu. Mudharabah sendiri berarti memikul atau berjalan.

Mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak

pertama adalah pemilik modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola

modal dengan syarat bahwa hasil yang diperoleh akan dibagi untuk kedua

belah pihak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian bersama.2

1 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada, 2006), h.1.

2 Muhammad syafii antonio, Bank Syariah dari Teori Ke praktek, (Jakarta: Gema
Insani,2001),h.97
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Bentuk Bagi hasil dalam perjanjian bisa dilakukan dengan dua cara

yaitu : Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah keuntungan. Dalam

kamus ekonomi diartikan pembagian laba.3 revenue sharing pendapatan yang

akan didistribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa

harus dikalkulasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran

operasional usaha. Praktik kerjasama bagi hasil adalah perjanjian yang

dibolehkan dalam transaksi islam selama tidak menentang syariat Islam sesuai

dengan firman Allah.

                 
          

artinya :   Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang

kepadamu.(QS:An-Nisa’29).

Akad Mudharabah merupakan suatu kerjasama pemilik

modal tidak ikut serta dalam mengelola usaha namun hanya

sebatas pengawasan saja. Semua pengelolaan mutlak milik

pengelola dana modal semata. Dalam hal ini, pemilik dana modal boleh

memberikan arahan manajemen selama tidak merugikan pekerja. Sedangkan

3 Muhammad, Manajemen Bank Syariah,(Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2002),hal.101
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pengelola dana berkewajiban memegang amanah yang disepakati dalam

kontak kerja.

Salah satu yaitu kegiatan yang telah dilakukan di desa Sungai Besar.

Masyarakat menyebut kegiatan tersebut sebagai kerjasama ternak sapi, yang

artinya untuk memperoleh bagi hasil pada ternak sapi tersebut. berdasarkan

Obsevasi dilapangan Desa Sungai Besar adalah sebuah desa dengan mayoritas

penduduknya bersuku Melayu dan beragama Islam dan mayoritas profesinya

sebagai petani, buruh tani dan juga peternak. dengan harapan kerjasama ini

dapat memberikan dampak kesejahteraan pada masyarakat.

Sejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar

yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan

pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau

kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada

tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan

jasmani dan rohani.4

Kerjasama ternak sapi merupakan salah satu kegiatan masyarakat yang

biasa dilakukan dan terjadi di desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau

Kabupaten Kuantan Singingi. Kerjasama pengembangbiakan ternak sapi ini

adalah sistem pemeliharaan ternak dimana pemilik hewan ternak

mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada pengelola hewan ternak

dengan imbalan bagi hasil. Tujuan pemilik hewan ternak untuk investasi serta

memperoleh pendapatan dari bagi hasil tersebut. Sistem kerjasama ternak sapi

4 Kadar Nurjaman, Manajemen Personalia,(Bandung: Pustaka Setia, 2014),h.20
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ini merupakan sistem yang menguntungkan dan akan memberikan

kemakmuran kepada kedua belah pihak.

Berdasarkan wawancara awal yang penulis lakukan bahwa Kerjasama

pada masyarakat desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten

Kuantan Singingi, melakukan pengembangbiakan ternak khususnya pada

hewan sapi atau bagi hasil pemeliharaan sapi yang dilakukan secara

tradisional sebagai salah satu kebiasaan. Sistem dan cara yang digunakan

untuk membagi hasil ternak sapi sangatlah menarik, yaitu kerjasama dilakukan

dengan cara satu ekor sapi betina dan satu ekor sapi jantan di percayakan

pemiliknya kepada orang lain untuk di rawat. 5

Namun fenomena awal yang penulis temukan dilapanga para pengelola

yang masih sederhana belum memperhatikan rukun syarat dalam kerjasama.

rumah yang mereka tempati bisa dikatakan kurang layak, masih adanya

problem atau masalah dalam kerjasama ini. Oleh karenanya penulis melihat ini

sebagai suatu masalah yang menjadi tanggung jawab penulis sebagai

mahasiswa untuk memberikan sumbangan pemikiran. Oleh karenanya

penelitian ini diberi judul” Dampak Kerjasama Pengembangbiakan Ternak

Sapi di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten

Kuantan Singingi Terhadap Kesejaheraan Pengelola”.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik

yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada

5 ibuk jaminar ( pemilik sapi),wawancara,07 Maret 2021
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konsep “Dampak Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Sapi di Desa Sungai

Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap

Kesejaheraan Pengelola”.

”

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Sapi di

Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan

Singingi?

2. Bagaimana Dampak Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Sapi di Desa

Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi

Terhadap Kesejaheraan Pengelola?

3. Bagaimana Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Sapi di Desa Sungai

Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi menurut

Ekonomi Syariah?

D. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui pelaksanaan Kerjasama Pengembangbiakan Ternak

Sapi di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten

Kuantan Singin.

b. Untuk mengetahui Dampak Kerjasama Pengembangbiakan Ternak

Sapi di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten

Kuantan Singingi Terhadap Kesejaheraan Pengelola
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c. Untuk mengetahui Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Sapi di Desa

Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi

menurut Ekonomi Syariah

2. Kegunaan Penelitian

a. Penelitian ini diharapkan dapat dimaanfaatkan sebagai pengembangan

khazanah pengetahuan tentang sistem bagi hasil peternakan sapi.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat

dalam bentuk tulisan yang dapat menjadi bentuk alih pengetahuan

tentang pelaksanaan sistem kerjasama pengembangbiakan ternak sapi

yang dikembangkan di desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau

Kabupaten Kuantan Singingi.

c. Sebagai salah satu syarat memenuhi tugas penelitian dalam

menyelesaikan program S1 pada fakultas Syariah dan Hukum jurusan

ekonomi syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Dampak

a. Pengertian Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa adalah benturan,

pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.

Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda)

yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.

Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau

hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang

dipengaruhi. 6

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau

akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya

mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak

negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah

pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah

selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah

keputusan yang akan diambil.

6 Suharno dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang: Widya
Karya),h. 243
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Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua

pengertian yaitu:7

1. Dampak Positif Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan,

mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar

mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif

adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama

memperhatikan hal-hal yang baik. positif adalah suasana jiwa

yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang

menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada

pesimisme. Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan

melalui usaha- usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya

tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang

yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk

maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi pengertian dampak positif

adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau

memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti

atau mendukung keinginannya yang baik.

2. Dampak Negatif Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif

adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah

keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi

kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau

mendukung keinginannya. berdasarkan beberapa. penelitian ilmiah

7 http://repository.uin-suska.ac.id/Dampak Pernikahan Dini di Desa Margamulya
Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rakan Hulu. Di akses pada tanggal 16 Januari 2023 pada
pukul 08.14 wib.
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disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar

dibandingkan dengan dampak positifnya.

Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan

untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada

orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung

keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

2. Kerjasama

a. Pengertian Kerjasama

Salah satu bentuk kerja sama dalam menggerakkan

antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang

dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang

mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam

menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang

mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai

waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan

waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian,

apabila ada kerja sama dalam menggerakkan roda

perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan

keuntungan modal dan skill (keahlian) dipadukan menjadi

satu.
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3. Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Secara terminologis mudharabah adalah kontrak (perjanjian)

antara pemilik modal (rab al-mal) dan pengguna dana (mudharib)

digunakan untuk aktivitas yang produktif yang mana keuntungan dibagi

dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung

oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, modal

(rab al-mal) tidak boleh berinvestasi kepada pengguna dana (mudharib)

dalam menjalankan usahanya.8

Mudharabah adalah suatu akad atau pejanjian antara dua orang

atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan

pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa

keuntungan di bagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang

mereka tetapkan bersama. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan

bahwa mudharabah adalah kerjasama antara modal dengan tenaga atau

keahlian.9

Sedangkan Hasbi ash shiddieqy mengatakan bahwa mudharabah

adalah “semacam syarikat aqad, bermufakat dua orang padanya dengan

ketentuan: modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan

keuntungan dari pihak yang lain: dan keuntungannya dibagi diantara

mereka.10

8 Dr. Mardani, fiqh ekonomi syariah, (jakarta: kencana 2013), hal. 195
9 Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, fiqh muamalat (Jakarta : Amzah 2013), 366-367
10 Drs.Helmi karina, fiqh muamalah, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993) hal.11
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Dari beberapa pengertian mudharabah diatas, penulis dapat

menyimpulkan bahwa mudharabah adalah suatu ikatan akad kerja sama

usaha antara dua orang atau lebih, yang mana pihak pertama sebagai

pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola modal atau usaha dan

atas dasar kesepakatan bahwa apabila terdapat keuntungan maka

keuntungan itu dibagi antara pemilik modal dengan pengelola, sedangkan

terjadi kerugian maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik

dana selama itu bukan atas kelalaian pihak pengelola dana.

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka kerugian itu

ditanggung oleh pemilik modal (shahibul mal) sepanjang kerugian itu

bukan kelalaian mudharib. Sementara mudharib menanggung kerugian

atas upaya jerih payah dan waktu yang telah dilakukan maka mudharib

harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.11

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan

tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam

menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak

dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya.

Kesediaan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian

menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan.

b. Landasan hukum mudharabah

Dasar hukum dari akad mudharabah dapat kita jumpai dalam al-

Qur‟an, Hadis, dan Ijmak.

11Frof. Dr. H. Ismail Nawawi,MPA., M.Si, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer,
(Bogor: Ghalia Indonesia,2012) h. 141.
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a. Al-Quran

Ketentuan hukum tentang mudharabah dalam al-Quran tertuang

dalam Surat al-Muzzamil (73) ayat 20:

            
   

Artinya: “...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari
sebagian karunia Allah SWT....”.

Yang menjadi argumen dan dasar dilakukannya akad

mudharabah dalam ayat ini adalah kata “adhribun” yang sama dengan

akar kata mudharabah yang memiliki makna melakukan suatu

perjalanan usaha.12

Di samping itu juga dapat kita baca dalam al-Qur’an Surat al-

Jumu‟ah (62) ayat 10:

             
     

Artinya: “Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlan kamu di
muka bumi; dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah
Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Dari kedua ayat al-Quran di atas pada intinya adalah berisi

dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha.

Dalam dunia modern seperti sekarang ini, siapa saja akan

menjadi lebih mudah untuk melakukan investasi yang benar-benar

12 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008) hal. 225.
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sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme

tabungan mudharabah ini.13

b. Hadis

Di antara hadits yang berkaitan dengan mudharabah

sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh ibn Majah dan Shuhaib

bahwa Nabi SAW, bersabda:

عن صحیب ان النبي ص م قال: ثلا ث فیھن البركة: البیع الى اجل والمقارضة 

)للبیع (رواه ابن ماجھ باسناد ضعیفوخلط البر بالشعیر للبیت لا

Artinya: “Dari Shuhaib, adalah bahwasannya Rasulullah SAW
berkata:”Tiga perkara yang mengandung berkah, yaitu
jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi
modal pada orang lain), dan yang mencampurkan gandum
dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.”
(HR.Ibn Majah dan Shuhaib)14.

c. Ijma’ Ulama

Ibnu Al-Mundzir berkata, “ para ulama sepakat bahwa secara

umum, akad (transaksi) mudharabah diperbolehkan “.15

Akad mudharabah adalah akad jaa’iz (toleran), bukan akad

lazim (mengikat). Untuk itu, kapan saja salah satu pihak menginginkan

akad dihentikan maka akad tersebut dapat dihentikan (faskh). Pada saat

itu, mudharib harus menyerahkan modal dalam bentuk mata uang

(tunai).

13 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2007), hal. 88.

14 Ibnu Hasan Al-Asqalani, Bulughul Maram, penerjemah thahirin Suparta, (Bandung :
CV.Diponegoro, 1988) h. 452.

15 Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, op.cit., h.23.
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Akad mudharabah adalah salah satu akad yang diberkahi oleh

Allah. Dalam sebuah hadits Qudsi Allah AWT berfirman:

Artinya:”Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bekerja sama
selama salah satunya tidak berkhianat”.

Selain itu di antara Ijma’ dalam mudharabah, adanya riwayat yang

menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim

untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat

lainnya.

c. Rukun dan Syarat Mudharabah

a. Rukun mudharabah

Menurut ulama Syafi’iyah rukun qiradh ada enam yaitu:

1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya,

2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari

pemilik barang.

3) Aqad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola

barang.

4) Mal, yaitu harta pokok atau modal.

5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan

laba.

6) Keuntungan.

Menurut pasal 232 kompilasi hukum ekonomi syariah, rukun

mudharabah ada tiga, yaitu sebagai berikut:

1) Shahib al-mal/ pemilik modal

2) Mudharib/ pelaku usaha

3) Akad
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Menurut sayid sabiq, rukun mudharabah adalah ijab dan kabul

yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.16

b. Syarat mudharabah

Syarat-syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-

rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah adalah

sebagai berikut:

1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai.

Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan atau

barang dagangan lainnya, mudharabah tersebut batal.

2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan

tasaruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang

gila, dan orang-orang yang dibawah pengampuan.

3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara

modal yang di perdagangkan dan laba atau keuntungan dari

perdagangan tersebut yang akan di bagikan kepada dua belah pihak

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal

harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau

seperempat.

5) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang

ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua,

dan kabul dari pengelola.

16Drs.Sohari Sahrani, M.M., M.H. Fikih Muamalah, (Ghaliah Indonesia 2011) hal. 199
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d. Jenis-jenis mudharabah

Akad mudharabah ada dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah

dan mudharabah muqayyadah. Pada mudharabah muthlaqah pemodal

tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha

tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh mudharib secara mutlak

diputuskan oleh mudharib yang dirasa sesuai sehingga disebut muthlaqah

tidak terikat atau tidak terbatas. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh

pengelola tanpa seizin pemodal antara lain meminjam modal,

meminjamkan modal, dan me-mudharabah-kan lagi dengan orang lain.17

Mudharabah muqayaddah adalah kebalikan dari mudharabah

muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu,

tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan

kecendrungan umum si shahibul mal dalam memasuki jenis dunia usaha.18

e. Hikmah Mudharabah

Pada dasarnya islam telah memberikan keringananan kepada

manusia untuk menggunakan uangnya dalam suatu usaha dengan bentuk

kerjasama, seperti halnya qiradh atau mudharabah. Terkadang sebagian

orang memiliki harta namun tidak berkemampuan memproduktifkannya.

Terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia memiliki

kemampuan memproduktifkannya. karena itu syariat membolehkan

muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.

17 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),
hal. 61.

18DR. Madhani. Opcit hal 199-200



18

Jadi, hikmah di syariatkannya mudharabah adalah agar manusia

dapat melakukan kerjasama dalam masalah perdagangan, karena hal ini

termasuk juga saling tolong menolong. Hal ini sebagaimana diterangkan

dalam hadits yang sanad-nya dari Abu Hurairah:

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA. Berkata. Bahwa Rasulullah saw telah
bersabda: barang siapa yang memberikan keluangan terhdap
orang miskin dari duka dan kabut dunia, Allah akan
meluangkan dari duka dan kabut dihari kiamat. Dan siapa yang
memudahkan kesibukan seseorang, Allah akan memberikan
kemudahkan didunia dan akhirat dan Allah selalu menolong
hambanya selama hamba itu menolong saudaranya.”19

f. Hak dan Kewajiban Mudharib

Adapun kewajiban Mudharib yaitu:

1. Mudharib berkewajiban menyediakan keahlian , waktu, pikiran dan

upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut serta

berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.

2. Mudharib sendiri, tanpa ada campur tangan dari shahibul mal, yakni

menjalankan dan mengelola proyek atau usaha tersebut.

3. Mudharib berkewajiban mengembalikan pokok dari dana investasi

kepada shahibul mal ditambah sebagian dari keuntungan yang

pembagiannya telah ditentukan sebelumnya. Dalam hubungan ini,

mudharib berkewajiban untuk mengkonversi investasi mudharabah

menjadi uang melalui likuidasi. Likuidasi merupakan kulminasi dari

tindakan-tindakan bisnis yang dipercayakan untuk dilakukan oleh

mudharib, oleh karena likuidasi merupakan cara yang wajar untuk

memperoleh keuntungan sehubungan dengan usaha tersebut.

19 Drs.Sohari Sahrani, M.M., M.H. op.cit, hal. 198
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4. Mudharib berkewajiban untuk mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-

ketentuan perjanjian mudharabah selama mengurus urusan-urusan

mudharabah yang bersangkutan. Apabila mudharib dihadapkan pada

masalah yang bagi masalah itu tidak terdapat petunjuk-petunjuk yang

khusus, maka mudharib harus mengikuti kebiasaan-kebiasaan praktik

yang berlaku.

5. Mudharib memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trusted)

disamping sebagai kuasa bisnis yang bersangkutan. Sebagai seorang

wali amanah, mudharib berkewajiban untuk bertindak dengan hati-hati

atau bijaksana dan beriktikad baik dan bertanggung jawab atas

kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. Sebagai seorang kuasa,

mudharib diharapkan untuk menggunakan modal yang ditanamkan

sedemikian rupa sehingga memperoleh keuntungan seoptimal mungkin

bagi bisnis mudharabah yang dimaksud tanpa melanggar nilai-nilai

islam.

g. Hak dan Kewajiban Shahibul Mal

Adapun kewajiban shahibul mal ialah:

1. Pada hakikat nya, kewajiban utama dari shahibul mal ialah

menyerahkan modal mudharabah kepada mudharib. Bila hal itu tidak

dilakukan, maka perjanjian mudharabah menjadi tidak sah.

2. Shahibul mal berkewajiban untuk menyediakan dana yang

dipercayakan kepada mudharib untuk tujuan membiayai suatu proyek

atau suatu kegiatan usaha.
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3. Shahibul mal diperkenankan mengelola proyek atau kegiatan usaha

yang dibiayai olehnya. Pengelolaan proyek atau kegiatan usaha itu

sepenuhnya dilakukan oleh mudharib. Paling jauh shahibul mal hanya

boleh memberikan saran-saran tertentu kepada mudharib dalam

menjalankan atau mengelola proyek atau usaha tersebut. Dengan

demikian shahibul mal hanya berstatus sebagai sleeping partner.

4. Shahibul mal berhak untuk melakukan pengawasan untuk memastikan

bahwa mudharib menaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan

perjanjian mudharabah.

5. Shahibul mal berhak untuk memperoleh kembali investasinya dari

hasil likuidasi usaha mudharabah tersebut apabila usaha mudharabah

itu telah diselesaikan oleh mudharib dan jumlah likuidasi usaha

mudharabah itu cukup untuk pengembalian dana investasi tersebut.

h. Hal-hal yang dapat membatalkan mudharabah

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai

berikut:

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat mudharabah. Jika

salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah

dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola

mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena

tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak

menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut

untuk pemilik modal. jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi

tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah buruh yang
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hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu

apapun kecuali atas kelalaiannya.

2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola

modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan

tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung

jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.

3. Apabila pelaksanaan atau pemilik modal meninggal dunia atau salah

seorang pemilik modal meninggal dunia, mudharabah menjadi batal.20

Sedangkan para ulama fiqih menyatakan bahwa akad mudharabah

dinyatakan batal dalam hal-hal sebagi berikut:21

1. Masing-masing pihak menyatakan akad batal atau pekerja dilarang

untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik

modal menarik modal.

2. Salah seorang yang berakal kehilangan kecakapan untuk bertindak

Hukum seperti gila, karena orang gila tidak lagi cakap untuk bertindak

Hukum.

3. Jika pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam) menurut Imam

Abu Hanifah akad mudharabah akan menjadi batal.

Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dimanaj (manage)

oleh pekerja demikian juga halnya, mudharabah batal apabila modal itu

dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang boleh

dimanaj (manage) oleh pekerja.

20 Drs. Sohari sahrani, .m., m.h. dkk, opcit hal 201
21 ibid
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i. Fatwa DSN dan MUI mengenai Mudharabah

Karakteristik pembiayaan Mudharabah (Fatwa DSN: 07/DSN-

MUI/IV/2000)22

a. Ketentuan pembiayaan mudharabah

1) Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh

LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana)

membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan

pengusaha (nasabah) bertindak sebagai Mudharib atau pengelola

usaha.

3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana dan pembagian

keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

(LKS dengan pengusaha).

4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah

disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, LKS tidak ikut

dalam managemen tetapi mempunyai hak untuk melakukan

pembinaan dan pengawasan.

5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam

bentuk tunai dan bukan piutang.

6) LKS sebagai penyedia dan menanggung semua kerugian akibat

dari Mudharabah kecuali jika Mudharib melakukan kesalahan

yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

22 http//WWW.Fatwa DSN Mudharabah



23

7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan Mudharabah tidak ada

jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan,

LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga.

Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti

melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati

bersama dalam akad.

8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme

pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan

fatwa DSN.

9) Biaya operasional dibebankan kepada Mudharib.

10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban

atau melakukan pelanggaran terhadap (kesepakatan) Mudharib

berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.23

4. Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) di kenal dengan

profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian

laba. Secara definitif profit sharing diartikan: “disdtribusi beberapa bagian

dari laba pada para pegawai dari suatu perusaan”. lebih lanjut dikatakan,

bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang di

23 Nurnasrina, P. Adiyes Putra, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (JL. Sepakat No.
101 Panam-Pekanbaru) hal. 52-53
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dasarkan pada laba yang di peroleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau

dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.24

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya

perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha.

Didalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas

keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi

hasil dalam perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan

kepada masyarakat, dan didalam aturan syari’ah yang berkaitan dengan

pembagian hasil usaha harus ditentukan dahulu pada awal terjadinya

kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah

pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan

adanya kerelaan masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang biasa diterapkan adalah

sebagai berikut:

a. Profit sharing

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah keuntungan.

Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.25 Profit secara istilah

adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan(total revenue)

suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost).

Dalam istilah lain profit adalah perhitungan bagi hasil

didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi

24 Muhammad, teknik perhitungan bagi hasil dan profit margin pada bank syariah,(UII
Press Yogyakarta 2004), hal.18

25 Muhammad, Manajemen Bank Syariah,(Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2002),hal.101
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dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan

tersebut.

b. Revenue sharing

Revenue sharing berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari

dua kata yaitu, revenue yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan.

Sharing adalah bentuk kata kerja dari share yang berarti bagi atau

bagian. Revenue Sharing berarti pembagian hasil, penghasilan atau

pendapatan. Jadi perhitungan bagi hasil menurut revenue sharing

adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada revenue

(pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum

dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha

tersebut.

Aplikasi kedua dasar bagi hasil ini mempunyai kelebihan dan

kekurangannya masing-masing. Pada profit sharing semua pihak yang

terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba

yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola

dana mengalami kerugian yang normal.

Disini unsur keadilan dalam berusaha betul-betul diterapkan.

Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar maka pemilik dana

juga mendapatkan bagian besar, sedangkan kalau labanya kecil maka

pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah yang kecil

pula, jadi keadilan dalam berusaha betul-betul terwujud. Meskipun

dalam profit sharing keadilan dapat diwujudkan, mungkin pemilik

dana(investor) tidak seratus persen setuju dengan mekanisme tersebut,



26

manakala pengelola dana menderita kerugian normal sehingga pemilik

dana tidak akan mendapatkan bagi hasil, sedangkan dalam bank

konvensional deposan/pemilik dana selalu mendapatkan bunga

walaupun bank mengalami kerugian.

Kalau hanya dilihat dari aspek ekonomi nya saja maka profit

sharing memiliki kelemahan dibandingkan dengan prinsip

bunga/konvensional yang notabene diharamkan utnuk mengurangi

resiko ditolaknya calon investor yang akan menginvestasikan dananya

maka pengelola dana dapat memberikan porsi bagi hasil lebih besar

dibandingkan dengan porsi bagi hasil menurut revenue sharing. Untuk

mengatasi ketidak setujuan prinsip profit sharing karena adanya

kerugian bagi pemilik dana maka prinsip revenue sharing dapat

diterapkan, yaitu bagi hasil yang di distribusikan kepada pemilik dana

didasarkan revenue pengelola dana tanpa dikurangi dengan beban

usaha untuk mendapatkan pendapatan.

Dalam revenue sharing, kedua belah pihak akan selalu

mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan

pengelola dana. Sepanjang pengelola dana memperoleh revenue maka

pemilik dana akan mendapatkan bagi hasilnya. Tetapi bagi pengelola dana

hal ini dapat memberikan resiko bahwa suatu periode tertentu pengelola

dana mengalami kerugian, karena bagi hasil yang diterimanya lebih kecil

dari beban usaha untuk mendapatkan revenue tersebut. Disinilah

ketidakadilan dapat dirasakan oleh pengelola dana karena terdapat resiko

kerugian, sedangkan pemilik dana terbebas dari resiko kerugian.
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Jalan keluar yang dapat dijalankan adalah pengelola dana harus

menjalankan usaha dengan prinsip prudent atau usaha penuh kehati-hatian,

sehingga dengan revenue sharing resiko kerugian dapat ditekan sekecil

mungkin agar pemilik dana(investor) tertarik menginvestasikan dananya

pada usaha yang dikelola Bank Syariah.26

Dari uraian diatas dapat terlihat perbedaan mendasar yang

membedakan antara kedua prinsip tersebut terletak pada hal-hal berikut.

Pertama, dalam prinsip profit sharing pendapatan yang akan

didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah pengurangan total cost

terhadap total revenue. Sedang dalam prinsip revenue sharing pendapatan

yang akan didistribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana,

tanpa harus dikalkulasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya

pengeluaran operasional usaha. Kedua, pada prinsip profit sharing , biaya-

biaya operasional akan dibebankan kedalam modal usaha atau pendapatan

usaha, artinya biaya-biaya akan ditanggung oleh shahibul maal.

Sedangkan dalam prinsip revenue sharing, biaya-biaya akan ditanggung

mudharib, yaitu pengelola modal.

Beberapa prinsip dasar bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani

adalah sebagi berikut:27

1) Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan

partisipasi dalam usaha.

26 Slamet Wiyono, Akuntansi Perbankan Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2005), hal 56.

27 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah 1, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
h , 49.
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2) Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian

usaha sebatas proporsi pembiayaannya.

3) Para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama, rasio

keuntungan untuk masing-masing pihak.

4) Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama

dengan proporsi investasi mereka.

5) Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk

ditentukan di awal dan di ketahui oleh kedua belah pihak yang akan

melakukan kesepakatan kerjasama bisnis karena apabila hal ini tidak

dilakukan, maka telah terjadi gharor, sehingga transaksi tidak sesuai

dengan prinsip syariah. Prinsip perhitungan bagi hasil menentukan jumlah

pendapatan yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk bagi hasil,

apakah menggunakan penerimaan bersih, laba kotor, atau laba bersih28.

5. Kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Sejahtera  menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada

situasi yang aman sentosa, dan makmur. Aman berarti terbebas dari

bahaya dan gangguan. Hidup yang aman menandakan suatu kehidupan

yang terbebas dari segala kesukaran dan bencana. Sehingga, hidup yang

sentosa adalah hidup dalam suasana aman, damai dan tidak ada kekacauan.

Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang

dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia

28 Rizal Yaya, dkk, Akuntansi Perbankan Syariah, (jakarta: Salemba Empat, 2016) h.324



29

memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun

batiniah.29

Sejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan

dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan

sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan

berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan

utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana

tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohanI. Kesejahteraan merupakan

sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga

lembaga yang bermaksud untuk membantu individu dan kelompok agar

mencapai standar- standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan,

serta hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan

mereka memperkembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan

kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga

ataupun masyarakat.30

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (maslahah) dari suatu

masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan

dasar (1) agama (al-dien), (2) hidup atau jiwa (nafs), (3) keluarga atau

keturunan (nasl), (4) harta atau kekayaan (maal), dan (5) intelek atau akal

29 Amiruddin Sodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam”, Jurnal STAIN Kudus
Equilibrium Vol. 3 No. 2 (2015),h,  384

30 Kadar Nurjaman, Manajemen Personalia,(Bandung: Pustaka Setia, 2014),h.20
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(aql). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, “ kebaikan dunia

ini dan akhirat (maslaha al-din wa al dunya) merupkan tujuan utamanya.31

Berdasarkan pemaparan di atas kesejahteraan adalah salah satu

aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya

stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan

untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat.

Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang Kejahtera, baik sejahtera

dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya

suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

Dalam Islam masyarakat kesejahteraan itu tidak hanya dilihat dari

materi saja, namun juga ada nilai non materinya, seperti spritual dan

moral. Masyarakat bisa dikatakan sejahtera jika terpenuhinya 2 kriteria,

yaitu: terpenuhinya kebutuhan pokok manusia seperti: makanan,minuman,

pakian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Yang kedua

adalah terjaga dan terlidunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan

manusia Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bisa dilakukan dengan

meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan (Sodiq, 2016). Ini

tidak bisa dipungkiri bahwa ketika pendapatan suatu negara mulai bagus

maka akan dilakukan distribusi pendapatan yang mana dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu pun dengan kemiskinan,

31Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2012), h.62
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ketika tingkat kemiskinan menurun maka bisa dikatakan masyarakat

menjadi lehih sejahtera.32

Kesejahteraan menurut kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari

kata sejahtera yang mempunyai makna sama, sentosa, makmur, dan

selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya.

Dalam usaha untuk mendeskripsikan tingkat kesejahteraan itu, tidak bisa

dilepaskan dari penggolongan keluarga sejahtera, sehingga keluarga

sejahtera perlu dikembangkan menjadi wahana pembangunan anggotanya

yang utama dan pertama. Untuk mendapatkan gambaran tentang

klasifikasi kesejahteraan perlu diketahui tingkatan keluarga sejahteran.

Rendahnya tingkat kesejahteraan sebagaian besar umat Islam tidak

hanya disebabkan malas bekerja (internal factor) namun juga disebabkan

eksternal factor yaitu terjadinya monopoli kekayaan dimana konsentrasi

modal hanya berada di- kalangan kelompok tertentu. Masyarkat yang tidak

memiliki akses terhadap institusi atau kekuasaan, secara alamiah tersingkir

dalam komptesisi mendapatkan kehidupan yang layak. Produktivitas kerja

yang dimiliki masyarakat tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal,

sehingga membentuk suatu pola kemiskinan struktural.

b. Indikator kesejahteraan

Indikator kesejahteraan sebagai berikut:33

1) Jumlah dan Pemerataan Pendapatan Tanda-tanda masih belum

sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran

32 Sodiq, A. Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. Equilibrium, . (2016). 3( no. 2), 380–
405

33 Hemanita, Perekonomian Indonesia,( Yogyakarta.Idea Pres,2013),h,62
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pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan bisnis

diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang

pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka

terima.

2) Pendidikan Yang Semakin Mudah Untuk Dijangkau Kesejahteraan

manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses

pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk

mendapatkan kebutuhan hidupnya.

3) Kualitas Kesehatan Yang Semakin Meningkat dan Merata Masyarakat

yang memebutuhkan pelayanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan

waktu. Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan

kesehatan, maka itu pertanda bahwa Suatu Negara masih belum

mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh

masyarakat.

Ketiga indikator kesejahteraan tersebut juga dapat dijadikan

sebagai parameter kemajuan suatu daerah. Baik di dalam bidang ekonomi,

sosial, kesehatan maupun pendidikan. Sejahtera menunjuk ke keadaan

yang lebih baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya di dalam

keadaan makmur, keadaan sehat atau damai.

Menurut BKKBN, indikator tingkat kesejahteraan adalah sebagai

berikut :34

34 Firda wati(skripsi),Analisis Sosial Ekonomi Dan Tingkat Kesejahteraan Di Kabupaten
Lampung Baratdalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Kopi di Kecamatan Balik
Bukit),fakultas ekonomi dan bisnis Uin Lampung,2019.h.29-31
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1. Keluarga pra sejahtera (sering dikolompokan sebagai sangat miskin)

Belum memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi:

a. Indikator Ekonomi: Makan dua kali atau lebih sehari, Memiliki

pakaian yang berbeda untuk aktivitas, Bagian luas lantai rumah

bukan dari tanah.

b. Indikator non ekonomi: Melaksanakan ibadah,  Bila anak sakit

dibawa kesarana kesehatan.

2. Keluarga sejahtera I (Sering dikelompokan sebagai miskin)

a. Indikator ekonomi: Paling kurang satu kali seminggu keluarga

makan daging atau ikan atau telor, Setahun terakhir seluruh

anggota keluarga memperoleh, paling kurang satu stel pakaian

baru, Luas lantai rumah paling kurang 8m untuk tiap penghuni

b. Indikator Non-Ekonomi: Ibadah teratur, Sehat tiga bulan terakhir,

Punya penghasilan tetap, Usia 10 60 tahun dapat baca tulis hurup,

Usia 6-15 tahun bersekolah, Anak lebih dari dua orang.

3. Keluarga Sejahtera II Adalah keluarga yang karena alasan ekonomi

tidak  dapatmemenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi:

a. Memiliki tabungan keluarga

b. Makan bersama sambil berkomunikasi

c. Rekreasi bersama 6 bulan sekal

d. Meningkatkan pengetahuan agama

e. Menggunakan sarana transportasi.

4. Keluarga sejahtera III Sudah dapat memenuhi beberapa indikator,

meliputi:
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a. Memiliki tabungan keluarga

b. Makan bersama sambil berkomunikasi

c. Rekreasi bersama 6 bulan sekali

d. Meningkatkan pengetahuan agama, menggunakan sarana

transportasi.

5. Keluarga sejahtera III plus Sudah dapat memenuhi indikator meliputi:

a. Aktif memberikan sumbangan material secara teratur

b. Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.

Referensi lain mengatakan bahwa Kesejahteraan meliputi seluruh

bidang kehidupan manusia. Mulai dari Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat perlu memperhatikan indikator

kesejahteraan tersebut. Adapun indikator kesejahteraan tersebut adalah

Kesejahteraan meliputi seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari

Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek. Untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat perlu memperhatikan indikator kesejahteraan tersebut. Adapun

indikator kesejahteraan tersebut adalah:

1. Jumlah dan Pemerataan Pendapatan Tanda-tanda masih belum

sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran

pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan bisnis

diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang

pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka

terima.

2. Pendidikan Yang Semakin Mudah Untuk Dijangkau Kesejahteraan

manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses
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pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk

mendapatkan kebutuhan hidupnya.

3. Kualitas Kesehatan Yang Semakin Meningkat dan Merata Masyarakat

yang memebutuhkan pelayanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan

waktu. Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan

kesehatan, maka itu pertanda bahwa pertanda. suatu Negara masih

belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh

masyarakat.

c. Kesejahteraan Menurut Pandangan Islam

Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada

situasi yang aman sentosa, dan makmur. Aman berarti terbebas dari

bahaya dan gangguan. Hidup yang aman menandakan suatu kehidupan

yang terbebas dari segala kesukaran dan bencana. Sehingga, hidup yang

sentosa adalah hidup dalam suasana aman, damai dan tidak ada kekacauan.

Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang

dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia

memperoleh kehidupan. yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun

batiniah.35 Dalam KBBI masyarakat adalah sejumlah manusia yang terikat

oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.36

Kesejahteraan masyarakat dalam Al-Qur’an meliputi berbagai

aspek baik fisik, sosial dan spiritual. Aspek kesejahteraan ini, secara

35 Sodiq, A.Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. Jurnal STAIN Kudus Equilibrium,2015,
h.325

36 Sugono, D. Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Pusat Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional,2003,h.405
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komprehensip bersifat interagtif sehingga bila salah satu di antaranya tidak

terpenuhi, maka dipastikan manusia mengalami kekurangan kesejahteraan

masyarakat.

Kesejahteraan menurut Islam terbagi menjadi kesejahteraan materi

dan non materi. Kesejahteraan materi meliputi jumlah materi yang

dimiliki, pendapatan yang diterima, dan lainnya yang dapat dihitung

secara materil. Kesejahteraan non materi adalah kesejahteraan yang tidak

berbentuk barang atau sejenisnya, contohnya kesehatan, keturunan yang

sholeh dan sholehah, dan lain sebagainya. Pendapat Umar Chapra dalam

menggambarkan tentang kesejahteraan ekonomi dalam Islam yaitu beliau

menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang erat antara syariat Islam.

Idikator Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar

sekaligus tujuan utama dari syariat Islam, karenanya juga meru- pakan

tujuan ekonomi Islam. Perlindungan terhadap mashlahah terdiri dari 5

(lima) hal, yaitu :

1) Keimanan (ad-dien)

2) Ilmu (al-„ilm)

3) Kehidupan (an-nafs

4) Harta (al-Maal) dan

5) Kelangsungan keturunan (an-nash)

Kelimanya merupakan sarana yang dibutuhkan bagi kelang-

sungan hidup yang baik dan mencapai tingkat kesejahteraan. Syariat Islam
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bertujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus menghindari

mafsadat dan mudharat dari berbagai aspek kehidupan baik di dunia

maupun di akhirat. Ada 5 (Lima) Masahalah dasar sebagai bagian dari

maqasid al Syari’ah yang harus dipelihara yaitu memelihara agama, jiwa,

akal, keturunan dan harta. Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar

manusia, yaitu kebutuhan mutlak harus terpenuhi agar manusia dapat

hidup bahagia di dunia dan diakhirat. Jika salah satu dari kebutuhan di atas

tidak terpenuhi kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna

untuk menuju kesejahteraan yang hakiki. Kesejahteraan (Falah) manusia

dalam Is lam mencakup kebutuhan dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat.37

Indikator kesejahteraan yang terdapat dalam Surat Quraisy ayat 3-4

yang berbunyi:38

             
 

Artinya : Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah Ini
(Ka'bah), Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk
menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari
ketakutan.

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan

dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan

sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan

berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan

37 Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif
Maqashid Al-Syariah, ( Bandung, Kencana, 2011) h. 164

38 Loc.cit, Depag RI,h.
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utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana

tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.39

6. Maqasid Syariah

Maqashid syariʻah adalah tujuan esensial diturunkannya syariʻah .

40dalam kitab Maqashid as-Syariʻah al-Islamiyah wa Makarimuha

mendefinisikan maqashid syariʻah dengan ungkapan: “ الغایة منھا و الاسرار

التي وضعھا الشارع عند كل حكم من احكامھا ,” (Tujuan dan rahasia syari‘ah yang

telah diletakkan oleh pembuat hukum [Syari‘] pada setiap hukum-

hukumnya) dan Ar-Raisuni dalam kitab Nażariyyat al-Maqashid ‘Inda al-

Imam as-Syat} mendefinisikan dengan ungkapan: “ الغابات التي وضعت الشریعة

لاجل تحقیقھا لمصلحة العباد ,” (Tujuan-tujuan yang telah diletakkan oleh

syari‘ah untuk diselidiki demi kemashlah atan manusia).41

Maqashid syariʻah, Secara hirarkhis, dalam teori klasik terbagi ke

dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu: الضروریة (primer), الحاجیة (kebutuhan), dan

التحسینیة (tersier) .42Secara sederhana, maqashid syariʻah, juga dapat di bagi

menjadi mashlahah daruriyyah مصلحة الضروریة )) dan gairu daruriyyah

مصلحة) غیر الضروریة ), dengan essensi yang sama Daruriyyah merupakan

tingkatan kebutuhan manusia yang esensi dan inti, yang apabila tidak

terpenuhi menjadi hilang eksistensi manusiawinya. Oleh karena itu

39 Dura, J. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa,
Kebijakan Dana Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Jibeka,2016,
h.26

40 Audah, Jaser.,Al-Maqashid Untuk Pemula,( Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta Press. 2013),h.31

41 Ar-Raisuni,Nażariyyat Al-Maqashid ‘Inda Al-Imam as-Syat}ibi.(  Rabat al-Magrib: Dar
al-Aman,2003), h.7

42 Yasid, Abu.,Nalar Dan Wahyu Interrelasi Dalam Proses Pembentukan Syariʻat.
(Jakarta: Erlangga,2007),h.12
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tingkatan ini menghendaki adanya realisasi dalam konteks kehidupan

nyata serta penjagaan terhadap eksistensinya. Daruriyyah secara hirakhis

dirumuskan al-Gazali dan dikuatkan kembali oleh as-Syatibi menjadi 5

(lima) kebutuhan dasar, yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga

akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

Hajjiyyah adalah kebutuhan yang menunjang eksistensi daruriyyah

yang sifatnya penting walaupun tingkatannya ada di bawahnya, seperti:

persamaan, keadilan, dan kemerdekaan. Sedangkan tahsiniyyah adalah

kebutuhan selain primer dan sekunder, yang perlu diwujudkan dan

dipelihara untuk kesempurnaan hidup manusia, seperti: cara berpakaian,

bergaul, dan lainnya.

Maqāshid juga dapat dimaknai sebagai sejumlah tujuan (yang

dianggap) Ilahi dan konsep akhlak yang melandasi al-Tasyri’ al-Islam

(penyusunan hukum berdasarkan Syariat Islam), seperti prinsip keadilan,

kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kemudahan, dan sebagainya.

Konsep-konsep inilah yang dapat menjembatani antara al-Tasyri’ al-

Islami dengan konsep-konsep yang digunakan saat ini seperti Hak Asasi

Manusia (HAM), pembangunan, keadilan dan kesejahteraan sosial

Istilah Maqāshid merupakan bentuk jamak dari bahasa Arab

maqsad, yang memiliki arti tujuan, sasaran, yang diminati, tujuan akhir.

Istilah lain yang memiliki makna serupa yaitu kata ends dalah bahasa

Inggris, telos dalam bahasa Yunani, finalité dalam bahasa Perancis, atau

zweck dalam bahasa Jerman. Dalam ilmu Syariat Maqāshid mempunyai
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makna dalam beberapa kata yang berbeda yakni al-hadaf (tujuan), al-

garad (sasaran), almatlub (hal yang diminati), dan al-gayah (tujuan akhir)

dari hukum Islam. Selain itu, Maqāshid oleh sebagian ulama juga sering

diidentikkan dengan al-Masalih (masalahat-maslahat). 43

Klasifikasi tradisional membagi Maqāshid ke dalam 3 tingkatan

keniscayaan yaitu Dharuriyyat (keniscayaan), Hajiyyat (kebutuhan), dan

Tahsiniyyat (kemewahan). Tingkat keniscayaan lalu dijabarkan ke dalam

lima kategori diantaranya: Hifz al-Din (perlindungan agama), Hifz al-Nafs

(perlindungan jiwa-raga), Hifz al-Mal (perlindungan harta), Hifz al-‘Aql

(perlindungan akal), Hifz al-Nasl (perlindungan keturunan).44 Namun,

sebagian ulama menambahkan satu kategori lagi ke dalam tingkatan

keniscayaan yaitu Hifz al-‘Ird (perlindungan kehormatan),45 untuk

melengkapi kelima Maqāshid menjadi enam tujuan pokok.

Usaha untuk mewujudkan dan memelihara ke lima unsur pokok

ersebut, As-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan maqashid atau tujuan

syari‟ah, yaitu:46 pertama, maqashid al-dharuriyah (tujuan primer).

Maqashid ini dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam

kehidupan manusia. Kedua, maqashidal-hajiyat (tujuan sekunder).

Maksudnya untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan

43 ibid
44 Al-Ghazali, al-Mustafa, vol. 1, p. 172, Ibn al- Arabi, al-Mahsul fi Usul al-Fiqh, vol. 5,

p. 222, al-Amidi, al-Ihkam, vol. 4, p. 287, dalam: Auda, Jasser, Al-Maqasid untuk Pemula, pen.
‘Ali ‘Abdelmon’im. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2013), h,8.

45 Al-Ghazali, al-Mustafa, vol. 1, p. 172, Ibrahim al-Ghirnati al-Shatibi, al- Muwafaqat fi
Usul al Shari’ah, ed. Abdullah Diraz (Beirut: Dar al-Ma’rifah, no date), vol. 3,h,47

46 Abu Ishaq Asyathibi, Almuwafaqaat Fii Ushulil Fiqhi, Juz II ... h,17
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terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Ketiga, maqashid al-

Tahsiniyyah (tujuan tahsiniyah). Maksudnya agar manusia apat melakukan

yang terbaik untuk penyempurnaan pemelihara lima unsur pokok tersebut.

1) Memelihara Agama Secara umum Agama berarti : kepercayaan kepada

Tuhan. Sedangkan Secara khusus Agama adalah sekumpulan akidah,

ibadah, hukum dan undang- undang yang disyari‟atkan oleh Allah

SWT. Untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan

perhubungan mereka satu sama lain. Untuk mewujudkan dan

menegakkan Agama lslam telah mensyari‟atkan iman dan berbagai

hukum pokok yang lima yang menjadi dasar Agama lslam, yaitu:

persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya

Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan

zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah.

a. Memelihara Agama dalam peringkat dharuriyat yaitu memelihara

dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat,

seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat diabaikan

maka terancamlah eksistensi agama.

b. Memelihara Agama dalam peringkat hajiyat, yaitu melaksanakan

ketentuan Agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti

shalat jama‟dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian.

Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan megancam

eksistensi Agama. Tetapi hanya akan mempersulit bagi orang yang

akan melaksanakannya.
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c. Memelihara Agama dalam peringkat tahsiniyat yaitu melengkapi

pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan. Sebagai contoh adalah

menutup aurat dengan pakaian yang bagus dan indah baik dalam

shalat maupun di luar shalat membersihankan badan, pakaian dan

tempat kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji kalau hal

ini tidak mungkin dilakukan maka tidak akan megancam eksistensi

Agama tidak pula menyebabkan kesulitan bagi orang yang

melaksanakannya. Maksudnya jika seseorang tidak dapat

menggunakan penutup aurat dengan pakaian yang bagus dan

sempurna, maka shalat Tetap dilaksanakan Sebagai dharuriyat

sekalipun dengan pakaian yang biasa.

2) Memelihara jiwa Agama lslam dalam rangka mewujudkannya

mensyari‟atkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerusan

keturuan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan

yang paling sempurna.

a. Memelihara jiwa dalam perinkat dharuriyat seperti memenuhi

kebutuhan pokok berupa makanan atau mempertahankan hidup.

Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat

terancamnya eksistensi manusia

b. Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyat, seperti diperbolehkan

memburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halai.

Kalau kegiatan ini diabaikan maka menyebabkan eksistensi
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manusia. terancam tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan

hidup.

c. Memelihara jiwa dalam peringkat thasiniyat, seperti ditetapkannya

tata cara makan dan mimun. kegiatan ini hanya berhubungan

dengan kesopanan dan etika yang tidak akan mengancam eksistensi

hidup manusia dan tidak pula mempersulitnya jika tidak

dilaksanakan. Hal ini berbeda dengan pemeliharaan jiwa pada

peringkat atas.

3) Memelihara akal untuk memelihara akal agama lslam mensyari‟atkan

pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukkan dan

mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau

mempergunakan segala yang memabukkan.

a. Memelihara akal dalam daruriyat, menjaganya dari hal yang

merusak seperti meminum keras, narkoba, dan jenis lainnya.

b. Memelihara akal dalam peringkat hajiyat, seperti dianjurkannya

menuntut ilmu pengetahuan jika hal ini tidak dilakukan maka tidak

akan menyebabkan eksistensi akal manusia hilang tetapi akan

menimbulkan kesulitan hidup karena kebodohan.

c. Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyat seperti menghindarkan

dari menghayal atau memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat.

4) Memelihara Keturunan Untuk memelihara kehormatan Agama lslam

telah mensyari‟atkan hukum had bagi laki-laki yang berzina,
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perempuan yang berzina dan hukum had bagi orang yang menuduh

orang lain berbuat zina tanpa saks.

a. Memelihara keturunan dalam peringkat dharuriyat seperti

disyari‟atkan nikah dan dilarang berzina, Kalau ketentuan akan

terancam sebab tidak akan dikenali nasib dan hilangnya tanggung

jawab tentang hak-hak yang harus dipenuhi terhadap anak.

b. Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyat seperti

itetapkannya ketentuan menyebutkan mahar dalam akad nikah dan

diberikan hak talak kepadanya. Jika mahar tidak disebutkan pada

waktu akad maka akan menyulitkan bagi suami karena harus

membayar mahar . Makajika suami tidak memiliki hal talak, maka

akan menyulitkan dirinya sebab situsi rumah tangga yang tidak

harmonis tidak mendapatkan jalan keluar.

c. Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyat sepert

disyari‟atkan khutbah atau walimatul „urs dalam perkawinan. Hal

ini dilakukan merupakan pelengkap kegiatan perkawinan. jika ini

tidak dilakukan maka tidak akan menimbulkan kesulitnya dalam

keturunan itu

5) Memelihara harta Untuk menghasilkan dan memperoleh harta

kekayaan, agama lslam mensyari‟atkan kewajiban berusaha mendapat

rezeki, memperolehkan berbagai mu‟amalah, pertukaran, perdagangan

dan kerjasama dalam usaha. Sedangkan untuk memelihara harta

kekayaan itu agama lslam mensyari‟atkan pengharaman pencurian,

menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri,



45

pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusakkan harta

orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai serta menghidarkan

bahaya.

a. Memelihara harta dalam peringkat dharuriyat seperti syariat

tentang tata cara pemikikan harta dan larangan mengambil harta

orang lain dengan jalan yang tidak sah. Apabila ketentuan ini

dilanggar maka mengancam eksistensi harta manusia.

b. Memelihara harta dalam peringkat hajiyat seperti syari‟at tentang

jual beli saham. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan

mengancam eksistensi harta tetapi akan mentebabkan kesulitan

bagi manusia untuk memiliki harta melalui transaksi jual beli.

c. Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyat seperti ketentuan

tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini

erat kaitannya dengan etika muamalah atau bisnis.

Dalam perkembangannya saat ini, ekonomi syariah diidentikkan

dengan industri keuangan, lalu muncullah gagasan untuk memperluas

ruang lingkup ekonomi syariah dengan mengkaji kembali kesimpulan

sementara mengenai syariah sebagai paradigma ekonomi Islam

sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad Arief Zakrullah. Dalam

konteks ini, dikhawatirkan apabila ekonomi Islam diidentikkan dengan

ekonomi syariah yang kelembagaannya adalah industri keuangan,

pemikiran ekonomi Islam akan mengalami stagnasi-Paulo Merrot

menyebutnya sebagai-the that of economics, di mana ekonomi identik

dengan kegiatan bisnis untuk mencari keuntungan semata. Dari

kekhawatiran tersebut lahirlah gagasan untuk memperluas paradigma
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ekonomi Islam kearah doktrin Maqāshid Syariah sebagai doktrin

kesejahteraan sosial Islam. Doktrin kesejahteraan sosial Islam ini

merupakan bagian sentral dari pemikiran ekonomi sosial Islam sebab ia

melingkupi teori tentang perilaku ekonomi dalam hubungannya dengan

pengelolaan sumber daya yang sifatnya terbatas untuk mencukupi

kebutuhan yang tidak terbatas melalui cara-cara yang selamat dan

menyelamatkan, aman dan damai, serta mampu menciptakan

kesejahteraan.

B. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui

berbagai hasil kajian dan penelitian terhadap permasalahan yang berkaitan

dengan apa yang penulis lakukan penelitiannya, maka ditemukan bebrapa

hasil penelitian sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Khomsin Maulida “penerapan prinsip

bagi hasil usaha peternakan sapi untuk meningkatkan pendapatan dengan

sistem gaduh di desa darmasari kecamatan sikur lombok timur”(2019) dari

penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa akad yang

dilakukan oleh masyarak Desa Darmasari masih menggunakan akad lisan,

dengan keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan

oleh kedua belah pihak yaitu bisa 50%;50%, dan 40%;60%. Adapun faktor

pendorong terjadinya penerapan bagi hasil dengan sistem gaduh di Desa

Darmasari adalah faktor untuk memenuhi kebutuhan untuk pihak pemelihara.

Sedangkan untuk pihak pemodal biasanya karena faktor kesibukan.
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Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah “ Pelaksanaan Sistem

Bagi Hasil Peternak Sapi Di Desa Sejangat Ditinjau Menurut Konsep

Mudharabah” (2011). Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem

bagi hasil di Desa Sejangat dimana akad yang terjalin antara Shahibul Maal

dengan Mudharib adalah akad lisan dengan keuntungan nisbah bagi hasil

dibagi dua atau 50 : 50 dengan menggunakan sistem bagi hasil revenue

sharing. Kesimpulannya adalah bahwa tinjauan ekonomi Islam tentang

pelaksanaan usaha peternak sapi yang dilakukan di Desa Sejangat belum

sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dalam pembagian keuntungan yang

tidak sesuai dengan kontrak di awal. Seharusnya jika ada perubahan akad

dalam pembagian keuntungan maka hendaknya diberitahukan terlebih dahulu

kepada pengelola modal agar tidak terjadi kerugian salah satu pihak.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhkamat Khairuddin “Praktik Bagi

Hasil Nggado Sapi Di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten

Purworejo Menurut Hukum Islam” (2009). Penelitian ini menunjukkan bahwa

akad perjanjian bagi hasil di masyarakat meskipun dilakukan dengan lisan,

akan tetapi tidak terjadi pengingkaran perjanjian, dan hal itu dilakukan sesuai

dengan adat kebiasaan yang berlaku di Desa Grantung, hal tersebut tidak

bertentangan dengan maksud syariah atau hukum Islam. Perjanjian tersebut

termasuk dalam akad mudharabah karena syarat dan rukunnya masuk dalam

kriteria akad mudharabah.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini

merupakan riset lapangan (field  research) yaitu  penelitian yang bertujuan

untuk mencari data dari lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan

yang sebenarnya.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang memandu peneliti untuk

mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara

menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian kualitatif juga merupakan

penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dari

penelitian terdahulu dan terkontrol atas dasar empirik.47

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

descriptive.Kualitatif descriptive yaitu menganalisa dan menyajikan fakta

secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan

disimpulkan. Metode descriptive bertujuan untuk menggambarkan dan

menjelaskan kondisi yang terdapat pada lembaga tersebut. Metode tersebut

digunakan untuk mendeskripsikan apa yang telah terjadi untuk mendapatkan

semua fakta yang berkaitan dengan Pelaksanaan Sistem Kerjasama

47 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif  Kualitatif dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2013) hal. 3



49

Pengembangbiakan Ternak Sapi di Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk

Rantau Kabupaten Kuantan Singingi ditinjau menurut Ekonomi Islam.48

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk

Rantau Kabupaten Kuantan Singingi.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek adalah penunjukan satu kesatuan tertentu baik individu maupun

kelompok49. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah si pemilik sapi

dan pihak pengelola ternak sapi di desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk

Rantau Kabupaten Kuantan Singingi, Objek adalah perumusan masalah.50

sedangkan objek penelitiannya adalah pelaksanaan sistem kerjasama

pengembangbiakan ternak sapi di desa Sungai Besar kecamatan Pucuk Rantau

Kabupaten Kuantan Singingi ditinjau menurut Ekonomi Islam.

D. Informan dan Sampel Penelitian

Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda, ataupun

lembaga (organisasi), yang sifat keadaannya diteliti.51Adapun yang menjadi

populasi dalam penelitian ini adalah pemilik sapi yang berjumlah 5 orang dan

pengelola ternak sapi di desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau

Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 9 orang.

48 Ibid, h. 5
49 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Pemula ,(Yogyakarta:

UGM Press, 2012), Cetakan ke 5, h. 23
50 Ibid, h. 58.
51Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Pemula ,(Yogyakarta:

UGM Press, 2012), Cetakan ke 5, h. 23



50

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh

populasi yang digunakan untuk penelitian.52 Sedangkan sampel di tentukan

dengan teknik total sampling, yaitu mengambil seluruh populasi untuk

dijadikan sebagai sampel karena jumlah populasi yang relative sedikit.

E. Sumber Data

Sumber data yaitu keterangan dan informasi mengenai segala yang

berkaitan dengan penelitian berupa:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yaitu

pemilik sapi di desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten

Kuantan Singingi.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur-

literatur lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data.

1. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan narasumber

atau responden yaitu pemilik sapi, guna melengkapi data yang diperlukan

tentang pelaksanaan bagi hasil.

2. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk

mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.

3. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah terjadi. Dokumen ini

bisa berbentuk tulisan, gambar, rekaman, atau karya karya numental dari

52 V. Wiratna Sujarweni, loc. cit
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seseorang.53 Dokumentasi penelitian merupakan dokumen yang diambil

atau yang dilihat oleh peneliti ketika melakukan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang disajikan, penulis menggunakan metode

analisis deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan

atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat

kesimpulan yang lebih luas.54

H. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul dan dianalisa, kemudian dituangkan dalam

bentuk laporan dengan menggunakan metode:

a. Deduktif yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersifat umum

untuk diuraikan dan diambil suatu kesimpulan khusus.

b. Deskriptif yaitu pengumpulan fakta-fakta serta menyusun dan menjelaskan

kemudian menganalisa.

53 Sahid Aharjo, “Pengertian Dokumentasi” ,Dalam Https//Konsistensi .Com /
Pengumpulan -Data-Penelitian-Dengan.Html?M=1, Diakses Tanggl 9 november 2021, Pukul
17.26.

54 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif : Komunikasi,Ekonomi,Kebijakan Publik,dan
Ilmu Sosiallainnya, (Jakarta:Kencana,2008), Ed 1 Cet.2, h. 108
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penyajian, maka penulis menarik beberapa

kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan kerjasama pengembangbiakan ternak sapi di Desa Sungai

Besar Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi

menggunakan sistem profit sharing yaitu sistem pembagian hasilnya

dihitung berdasarkan jumlah pendapatan pengelola sapi dan dikurangi

berapa biaya yang telah pengelola keluarkan dalam usaha ternak sapi

tersebut seperti: biaya beban pakan ternak, biaya beban perawatan dan

biaya kesehatan ternak. Dengan porsi nisbah dibagi dua atau 60: 40 Hal ini

terjadi atas kesepakatan dan diatas asas sukarela diantara kedua belah

pihak, yaitu shahibul mal dengan mudharib, namun didapat temuan

kesepakatan yang terjadi hanya akad lisan dan tidak dibuat dalam bentuk

kontrak tulisan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidak jelasan

(gharar) jika terjadi sesuatu hal yang tidak biasa di kemudian hari.

2. Dampak kerjasama pengembangbiakan ternak sapi di Desa Sungai Besar

Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi terhadap

kesejahteraan pengelola yaitu didapat temuan bahwa dari indikator atau

tolak ukur yang digunakan untuk melihat kesejahteraan para pengelola

atau  ternak sapi ini  indikator pemenuhan biaya kesehatan keluarga belum
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terpenuhi secar sempurna. Maka, dapat dikakatakan kesejahteraan dalam

program kerjasama ini belum berdampak merata dan baik.

3. Dampak Kerjasama Pengembangbiakan Ternak Sapi di desa Sungai Besar

Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi dalam

mensejahterakan pengelola Menurut Ekonomi Islam  yaitu : pembagian

berdasarkan kesepakatan sesuai.Namun, temuan dilapangan yaitu akad

yang tidak tertulis, Waktu kerjasama yang tidak dibatasi sehingga

menimbulkan ketidak jelasan (gharar) . dan tolak ukur kesejahteraan

didapat bahwa dari 9 orang pengelola sapi yang bekerjasama dengan

peternak. secara umum mereka memilki rumah yang layak huni walaupun

masih ada temuan 2 rumah pengelola yang masih sederhana dan

berdinding kayu. Namun, untuk pemenuhun kebutuhan sehari-hari mereka

sudah bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk makan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, peneliti memiliki

beberapa saran kepada masyarakat desa Sngai Besar dalam menjalankan

praktik usaha ternak sapi, yaitu:

1. Hendaknya kerjasama usaha ternak sapi dijalankan secara maksimal oleh

kedua belah pihak, artinya pengelola mendapatkan pelatihan berkala guna

mampu menjalankan usaha ternak sapi lebih produktif dan pemilik

disarankan untuk melakukan pengawasan berkala ke kandang sapi di desa

Sungai Besar secara rutin.
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2. Hendaknya persyaratan kerjasama ternak sapi memiliki kejelasan berupa

kontrak (akad), jumlah modal awal dan waktu kerjasama guna menjaga

hak dan kewajiban pemilik dan peternak sapi sesuai dengan prinsip Islam

seperti yang dijelaskan dalam Qs. Al Baqarah ayat 282 dan kaidah –

kaidah maqashid syari’ah dalam ekonomi Islam.
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LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Pertanyaan kepada pemilik sapi

- Bagaimana sejarah awal kerjasama ternak sapi ini ?

- Sudah berapa lama kerjasama ini berjalan ?

- Adakah permasalahan yang terjadi selama kerjasama peternakan ini

beroperasi ?

- Berapa kisaran harga untuk penjualan satu ekor sapi ?

- Bagaimana sistem bagi hasil dalam kerjasama pengembangbiakan ternak

sapi ?

- Apakah alasan anda melakukan sistem bagi hasil ternak sapi ?

- Bagaimanakah perjanjian sistem bagi hasil kerjasama ternak sapi ?

- Bagaimanakah cara pembagian keuntungan dari sistem bagi hasil

pengembangbiakan ternak sapi ?

- Apa yang akan dilakukan jika terjadi perselisihan antara pemilik modal

dan pemelihara ?

- Siapakah yang bertanggung jawab apabila ternak sapi sakit, di curi atau

mati ?

2. Pertanyaan kepada pengelola sapi

- Bagaimana sejarah awal kerjasama ternak sapi ini ?

- Sudah berapa lama kerjasama ini berjalan ?

- Adakah permasalahan yang terjadi selama kerjasama peternakan ini

beroperasi ?



- Bagaimana bentuk pengelolaan ternak sapi oleh pengelola?

- Bagaimana sistem bagi hasil dalam kerjasama pengembangbiakan ternak

sapi ?

- Apakah alasan anda melakukan sistem bagi hasil ternak sapi ?

- Bagaimanakah perjanjian sistem bagi hasil kerjasama ternak sapi ?

- Bagaimanakah cara pembagian keuntungan dari sistem bagi hasil

pengembangbiakan ternak sapi ?

- Apa yang akan dilakukan jika terjadi perselisihan antara pemilik modal

dan pemelihara ?

- Apa Keuntungan Yang Dihasilkan Usaha Ternak Sapi Terhadap

Pengelola?



Kuisioner penelitian

1. Pengelola mengikuti usaha peternak sapi di Desa Sungai Besar atas kemauan

sendiri:

b. Ya

c. Tidak

d. Ikut-ikutan

2. Sudah berapa lama melakukan kerjasama ternak sapi?

a. Kurang dari 1 tahun

b. 1-2 tahun

c. Lebih dari 2 tahun

3. Bentuk pengelolaan ternak sapi oleh pengelola :

a. Dikelola secara perorangan

b. Dikelola secara berkelompok

4. Pembuatan ketentuan akad antara pemilik dan peternak

a. Akad yang dibuat untuk dilaksanakan beberapa orang

b. Akad yang dibuat untuk dilaksanakan hanya pada 1 orang

5. Keuntungan yang dihasillkan usaha ternak sapi terhadap peternak:

a. Keuntungan materi

b. Keuntungan hewan ternak

c. Keuntungan materi dan keuntungan memiliki hewab hewan ternak

6. Pelaksanaan bagi hasil ternak sapi:

a. Akad yang dilaksanakan langsung kepada pihak yang akan mengelola



b. Akad dilaksanakan langsung melalui perantara pihak ketiga atau

pengalihan kuasa

c. Akad dilaksanakan tidak langsung

7. Bentuk ketetapan keuntungan yang akan dibagi kedua belah pihak

a. Tertulis

b. Tidak Tertulis

8. kerjasama ini memberikan dampak pendapatan yang sama pada setiap

pengelola

a. ia

b. tidak

9. kerjasama ini Dapat memenuhi biaya sekolah anak?

a. Dapat memenuhi

b. Kurang dapat memenuhi

c. Tidak dapat memenuhi

10. kerjasama ini Dapat memenuhi biaya kesehatan

a. Dapat memenuhi

b. Kurang dapat memenuhi

c. Tidak dapat memenuhi

11. Cara Pemeliharaan Sapi yang dilakukan:

a. Digembalakan di padang rumput

b. Dikandangkan dengan memberikan konsetat

c. Kombinasi antara kedua alternatif diatas

12. Pengelola mengetahui hasil yang ditetapkan:



a. Tahu

b. Kurang Tahu

c. Tidak Tahu

13. Dampak Ekonomi Usaha Ternak Sapi Terhadap Peternak :

a. Bertambah baik

b. Sama dengan sebelumnya

c. Bertambah buruk

14. Modal awal yang diberikan kepada peternak sapi :

a. Uang Tunai

b. Hewan ternak

c. Emas atau Benda berharga lain

15. Pengetahuan peternak mengenai modal awal hewan sapi yang dikelola:

a. Tahu sejak awal

b. Tahu sewaktu penjualan

c. Tidak tahu
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